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Abstrak

PPh Final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan atas objek (sumber
penghasilan) tertentu saja dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas objek terkait.
Pengenaan PPh Final bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam
menghitung pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sehingga tidak menambah beban
administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih memberikan
kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan metode
literatur atau studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui
membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di
perpustakaan maupun internet. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa Pajak penghasilan bersifat final artinya penghasilan tersebut
sudah tidak perlu digabungkan dengan penghasilan-penghasilan yang lain dalam
menghitung pajak terutang dan pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa
dikreditkan. Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu
digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan
pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan

Kata kunci: Pajak Penghasilan Final, Metode Literatur

PENDAHULUAN

Penghasilan yang bersifat final, adalah Pajak Penghasilan yang tidak dapat dikredit pajak
bagi pemotong tersebut (tidak bisa di restitusikan/dikompensasikan) diantaranya adalah
pajak PPh pasal 21 final dan PPh pasal 4 ayat 2 final (Anggarini, Putri, et al., 2021) (Putri
& Ghazali, 2021). Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 final adalah pajak yang dipotong atas
beberapa jenis penghasilan yang Kketetapannya berdasarkan peraturan pemerintah
sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 final UU PPh,yang bersifat final, seperti bunga
dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi
penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi (Yusuf, 2021)

(Ribhan & Yusuf, 2016). Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara dan

Pusdansi.org 1



Pusdansi.org
Volume 2 (9), 2022

pembangunan nasional yang sumbernya dapat dipernaharui (renewable resoure) sesuai
dengan perkembangan yang terjadi, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan
yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat luas (Putri, 2021). Oleh karenanya,
setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban
perpajakan. Dengan demikian pesatnya perkembangan perekonomian sekarang ini dan
semakin meingkatnya kebutuhan pokok wajib pajak, pemerintahan selalu melakukan
pembaharuan terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (ANGGARINI &
PERMATASARI, 2020) (Lina & Permatasari, 2020). Pemerintah dalam hal ini Direktorat
Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan,
pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal
Pajak sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi
Direktorat Jenderal Pajak (LIA FEBRIA LINA, 2019). Salah satu pajak yang bersumber
dari penerimaan negara yaitu Pajak Penghasilan (PPh) (Permatasari & Anggarini, 2020).
Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah
kekayaan Wajib Pajak (Maryana & Permatasari, 2021) (Ahluwalia et al., 2021). Pajak
Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Objek pajak
penghasilan terdiri dari 3 objek yaitu objek pajak tidak final, objek pajak final, dan bukan
objek pajak (Permatasari, n.d.) (Defia Riski Anggarini, 2020).

KAJIAN PUSTAKA
Pengertian PPh Final

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 Ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana
penghasilannya dikenakan pajak final, yaitu: penghasilan dari bunga deposito dan
tabungan yang lain, bunga obligasi, surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari
koperasi kepada orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan atas penjualan
dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli derivatif yang
diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau penyertaan modalnya dialihkan

pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perusahaan modal ventura, persetujuan
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jual beli atas pengalihan harta atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa
konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan penghasilan
yang lain sesuai dengan atau menurut peraturan pemerintah. Pajak penghasilan bersifat
final artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan
penghasilan-penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan pajak
penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan. Pemotongan bersifat final
artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung dengan penghasilan lainnya
dalam perhitungan pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak
dapat dikreditkan (Anggarini, 2021) (Damayanti et al., 2020). Dengan demikian maka
penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final ini tidak akan dihitung lagi pajak
penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan lain yang non final (Anggarini,
Nani, et al., 2021) (Riski, 2018). Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa
Konstruksi (Khamisah et al., 2020). Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas
usaha jasa konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 tahun 2009
yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2008, tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan PMK (Peraturan
Menteri Keuangan) Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36
tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, usaha jasa konstruksi ini merupakan
objek pajak dimana penghasilannya dikenakan pajak bersifat final (Octavia et al., 2020)
(Fitranita & Wijayanti, 2020).

PPh Final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan atas objek (sumber
penghasilan) tertentu saja dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas objek terkait
(Rahmawati & Nani, 2021). Pengenaan PPh Final bertujuan untuk memberikan kemudahan
dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) sehingga tidak
menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk
lebih memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (Nani & Lina, 2022) (Nani & Ali,
2020).

Kelebihan PPh Final adalah tidak perlu membuat laporan perhitungan laba rugi atas
penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final, sehingga dalam menghitung besarnya PPh
yang terutang menjadi lebih praktis (cukup dengan mengalikan persentase tarif PPh Final
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sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah yang bersangkutan sebagai pelaksanaan
dari pasal 4ayat (2) UU PPh dengan jumlah peredaran brutonya) (Lina & Nani, 2020)
(Nani et al., 2021). Sedangkan kekurangan PPh Final adalah apabila mengalami kerugian
(yang walau dapat dibuktikan melalui pembukuan) tetap berkewajiban untuk melunasi PPh
Final yang terutang, karena pemotongan PPh Final tidak mengakui adanya kerugian. Pasal
4 ayat (2) UU PPh mengatur penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau

bangunan dikenai pajak bersifat final yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Perbedaan Objek Pajak Finsl dan Objek Pajak Tidak Final
* Objek Pajak PPh Final

Sedangkan yang termasuk Objek Pajak PPh Final menurut perundangan perpajakan adalah

sebagai berikut:

1. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
2. Bunga Obligasi

3. Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

4. Hadiah Undian

5. Transaksi Penjualan Saham dan sekuritas lainnya

6. Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau
Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya (Nani, 2020) (View of
Exploring the Relationship between Formal Management Control Systems, Organisational

Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.Pdf, n.d.).

7. Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah objek pajak PPh
final

8. Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi 9. Penghasilan
dari Usaha Jasa Konstruksi (Novita & Husna, 2020b).

10. Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
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11. Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri
12. Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

13. Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di
Indonesia (Novita et al., 2020) .

14. Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap (Novita & Husna, 2020a) .
Objek Pajak PPh Tidak Final
Adapun Objek Pajak PPh Tidak Final adalah sebagai berikut:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh.

2. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan

3. Laba usaha

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan

pembayaran tambahan pengembalian pajak.

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang

ditetapkan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
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14. Premi asuransi

15. luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia.

Sehubungan dengan ketentuan PPh Tidak Final, Wajib Pajak diberikan kesempatan
sampai akhir tahun buku untuk menuntaskan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak
diperbolehkan untuk menghitung sendiri seluruh penghasilan dan biaya-biaya lainnya
selama satu Tahun Pajak, untuk selanjutnya diperhitungkan dengan PPh Final yang sudah

dibayarkan.
Tarif PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 26

Tentu saja besar tarif Pajak Penghasilan Final akan memengaruhi perhitungan PPh Final

wajib pajak.
1. Tarif PPh Final Bunga Deposito, Tabungan, dan Diskonto SBI
a. Tarif PPh Final Deposito dalam mata uang USD

Atas bunga dari deposito dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS) yang dananya
bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia
dikenai Pajak Penghasilan Final dengan tariff (Strategi Pengembangan Bisnis Usaha
Mikro Kecil Menengah Keripik Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas, 2020)
(Fauzi et al., 2021).

* Deposito jangka waktu 1 bulan = 10% dari jumlah bruto

* Deposito jangka waktu 3 bulan = 7,5% dari jumlah bruto
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* Deposito jangka waktu 6 bulan = 2,5% dari jumlah bruto
* Deposito jangka waktu lebih dari 6 bulan = 0%
Tarif PPh Final Deposito dalam mata uang Rupiah

Atas bunga dari deposito dalam mata uang rupiah yang dananya bersumber dari Devisa
Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang didirikan atau bertempat
kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai Pajak

Penghasilan Final dengan tariff (Suwarni & Handayani, 2021):

* Deposito jangka waktu 1 bulan = 7,5% dari jumlah bruto

* Deposito jangka waktu 3 bulan = 5% dari jumlah bruto

* Deposito jangka waktu 6 bulan atau lebih dari 6 bulan = 0% dari jumlah bruto
2. Tarif Pajak Penghasilan Final Diskonto SBI

Atas bunga dari tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), serta bunga dari

deposito selain dari deposito di atas, dikenai Pajak Penghasilan Final dengan tarif:
* Bagi WP dalam negeri dan BUT = 20% dari jumlah bruto

* WP luar negeri = 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian

Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku

3. Tarif Pajak Penghasilan Final Bunga dan Diskonto Obligasi Obligasi adalah Surat Utang
Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan yang merupakan imbalan diterima
dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto (Fauzi et al.,
2020) (Anggarini, Nani, et al., 2021). Atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh
wajib pajak berupa bunga obligasi ini dikenai Pajak Penghasilan Final yang tarifnya
dibedakan berdasarkan: « WP dalam negeri dan BUT ¢ WP luar negeri * WP reksa dana

Maka tarif Pajak Penghasilan Final Bunga dan Diskonto Obligasi ini adalah:

a. Tarif PPh Final bagi WP dalam negeri dan BUT = 15% dari:
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* bunga dari obligasi dengan kupon (dari jumlah bruto bunga sesuai masa kepemilikan

obligasi)

* diskonto dari obligasi dengan kupon (dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di

atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan) (Larasati Ahluwalia, 2020).

» diskonto dari obligasi tanpa bunga (dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga

perolehan obligasi)

b. Tarif Pajak Penghasilan Final bagi WP luar negeri selain BUT = 20% atau sesuai tarif
P3B (tax treaty) (Ahluwalia, 2020)

c. Tarif Pajak Penghasilan WP reksa dana sebesar:

e Tarif PPh Final Reksa dana = 10%
METODE

Dalam artikel ini, metode yang digunakan adalah metode literatur. Metode literatur atau
studi kepustakaan dilakukan dengan mencari data atau informasi riset melalui membaca
jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan bahan publikasi yang tersedia di
perpustakaan maupun internet (Dhiona Ayu Nani, 2021). Adapun sifat dari penelitian ini
adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh,
kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh
pembaca (Lina et al., 2021). Penulis menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan
data sensus internet yang membeberkan seputar Tanggungjawab sosial dalam manajemen.
Untuk memperoleh data/isu penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu iternet
(Ameraldo & Ghazali, 2021). Berbagai macam variasi dan sumber rujukan yang tersedia

menciptakan penulisan artikel ilmiah ini berjalan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan Final Diskonto Surat Utang Negara (SUN)

Surat Utang Negara (SUN) atau Surat Perbendaharaan Negara (SPN) adalah Surat Utang
Negara yang memiliki tenor paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara
diskonto (Lina & Ahluwalia, 2021) .

Diskonto SPN adalah selisih lebih antara:
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* Nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di
Pasar Sekunder

 Harga jual di di Pasar Sekunder dengan harga perolehan di Pasar Perdana atau di Pasar
Sekunder, tidak termasuk Pajak Penghasilan yang dipotong. Maka, besar PPh Final atas
Diskonto SPN = 20% dari diskonto SPN (Saipulloh Fauzil, 2020) (Febrian Eko Saputra,
2018).

5. Tarif PPh Final atas Penjualan Saham Pendiri dan Bukan Pendiri di Bursa Efek
Pada dasarnya penghasilan atas penjualan saham di bursa dikenakan tarif Pajak
Penghasilan Final = 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Khusus untuk
transaksi penjualan saham pendiri, maka ketentuannya adalah:

« Tarif Pajak Penghasilan Final atas transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan
PPh dengan tarif = 0,5% dari nilai saham perusahaan sehingga tarif efektifnya menjadi
0,6% 6.

Tarif PPh Final Hadiah Undian

Besar tarif Pajak Penghasilan Final atas hadiah atau undian adalah 25%. Pajak Penghasilan
atas hadiah atau undian ini wajib dipotong oleh penyelenggara undian atau pemberi hadiah.
7. Tarif PPh Final Bunga Simpanan Anggota Koperasi Tarif Pajak Penghasilan Final
atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi orang pribadi adalah

» Penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan = 0% dari
jumlah bruto bunga

* Penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan = 10% dari jumlah
bruto bunga

8. Tarif PPh Final Penjualan Tanah dan/atau Bangunan

Tarif Pajak Penghasilan Final penjualan atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
melalui Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2016 adalah:

* 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan selain
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah Sederhana atau Rumah Susun
Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan
hak atas tanah dan/atau bangunan.

* 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berupa Rumah
Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha

pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (Rosmalasari, 2017) .
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* 0% atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha
milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, atau badan usaha milik
daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Tarif PPh Final tersebut dikalikan dengan harga jual (Fadly &
Wantoro, 2019).
9. Tarif PPh Final Persewaan Tanah dan/atau Bangunan Tarif PPh Final persewaan
tanah dan/atau bangunan, baik yang menyewakan WP Pribadi maupun WP Badan adalah =
10% dari jumlah bruto nilai persewaan.
10. Tarif PPh Final atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Besar
tarif PPh Final atas penjualan saham milik perusahaan modal ventura adalah = 0,1% dari
jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal
Tarif PPh Final Jasa Konstruksi
* Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi Usaha
Kecil = 2%
* Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi
usaha = 4%
* Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa di atas = 3%
* Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang
memiliki kualifikasi usaha = 4%
* Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan Penyedia Jasa yang
tidak memiliki kualifikasi usaha = 6%
Pelunasan atas Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi dapat berupa:

a. Dipotong
Pelunasan atas Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi ini dapat dipotong oleh Pengguna
Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan Pemotong Pajak.

b. Disetor
Pelunasan atas Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi juga dapat disetor sendiri oleh

Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak [50].
SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

Menurut Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal 4 Ayat 2
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menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan pajak final yang lain.
Menurut Undang-Undang No. 36 Tohun 2008 adalah bunga deposito, surat utang negara,
pembayaran bunga simpanan dari orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian,
persetujuan jual beli derivatif yang diperdagangangkan di bursa, penyertaan modalnya
dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima oleh perushaan modal ventura.
Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
pasal 4 ayat 2, usaha jasa konstruksi ini merupakan objek pajak dimana penghasilannya
dikenakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Menteri Keuangan Republik
Indonesia (PMK) Nomor 187/PMK. Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,
Pelaporan, dan Penatausahaan Pajaksan Atau Pembanggarnan yang menercantum dari
Usaha Jasa Konstruks i'welik oleh bersifat final. Sehubungan dengan ketentuan PPh Tidak
Final, Wajib Pajak diberikan kesempatan sampai akhir tahun buku untuk menuntaskan
kewajiban perpajakannya. Tarif PPh Final Deposito dalam mata uang USD yang dananya
bersumber dari Devisa Hasil Ekspor dan ditempatkan di dalam negeri pada bank yang
didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Tarif Pajak Penghasilan Final Bunga dan
Diskonto Obligasi adalah Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari 12
bulan yang merupakan imbalan diterima dan/atau diperoleh pemegang obligasi dalam
bentuk bunga.Tarif Pajak Penghasilan Final atas transaksi penjualan saham pendiri
dikenakan tambahan PPh dengan tarif = 0,5% dari nilai saham perusahaan sehingga tarif
efektifnya menjadi 0,6%\r 6. Tarif PPh Final. Bunga Simpanan Anggota Koperasi orang
pribadi adalah wajib dipotong oleh penyelenggara undian atau pemberi hadiah. Tarif PPh
Final adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
berupa Rumah Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Badan usaha milik negara
yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang. Penyedia Jasa yang memiliki kualif tersebut dikalikan dengan harga jual
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